BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga
Medis
Bahwa hasil akhir suatu pengobatan atas tindakan medis sangat
tergantung dari banyak faktor, karena itu tidak setiap tindakan medis
yang mengakibatkan kematian atau cacat berat disebut Malpraktik.
Maka bentuk daripada Malpraktik harus benar-benar memenuhi unsur
dari pada syarat atas kategori dari ruang lingkup Malpraktik itu
sendiri. Diantaranya bentuk pelanggaran Hukum  Perdata.
Pembahasan pada sudut pandang Hukum Perdata, tercantum pada
Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367. Bentuk perlindungan korban
apabila tenaga medis diduga melakukan kelalaian atau malpraktik
juga tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

2. Implikasi Hukum Pada Prosedur Penyelesaian Kasus Malpraktik.
Berdasarkan hal yang diduga telah melakukan kelalaian atau
kesalahan dalam melakukan tindakan atas pelayanan medis maka
diselesaikan terlebih dahulu untuk tidak diproses melalui jalur
hukum, tetapi diserahkan atau dimintakan dahulu pendapat dari
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didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Sehingga dalam bentuk pelaksanaannya harus mengikuti dasar dalam
bentuk syarat hukum administrasi atau penyelesaian terhadap bentuk
ketentuan secara kode etik profesi dalam praktik kedokteran yang
sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran. Maka dalam hal ini penjelasan
aturan hukum yang berlaku sangat menjelaskan bahwa perlindungan
hukum atas profesi dokter sangatlah dijaga dan dilindungi secara
penuh, serta benar-benar menjaga bentuk dari keistimewaan profesi

dokter sebagai jasa pelayanan medis.

B. SARAN
1. SARAN UNTUK PASIEN
Pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan, sebaiknya mengetahui
hak dan kewajibannya yang tercantum di dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran sehingga apabila
ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum maka bisa
dipertanyakan kepada dokter yang bersangkutan. Apabila terdapat
dugaan malpraktik sebaiknya pasien melaporkan terlebih dahulu
kepada MKDKI. Jika dari MKDKI pasien merasa kurang puas, maka
bisa digugat secara pidana maupun perdata dengan alat bukti yang

kuat.
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2. SARAN UNTUK TENAGA MEDIS
Tenaga medis khususnya Dokter dalam menjalankan profesinya, harus
memahami hak-hak pasien serta kewajiban dokter yang tercantum di
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit. Hal ini sangat penting bagi Dokter mengingat banyak
kasus yang menimpa pasien karena malpraktik, Dokter harus jeli dan
lebih peka dalam komunikasi dengan pasien yang ditangani nya agar

terhindar dari malpraktik medis dan kerugian yang tidak diinginkan.
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